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PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
POLA KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan
mewujudkan tertib administrasi dalam penomoran
naskah dinas serta penataan dan penyimpanan arsip di
Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi tentang Pola Klasifikasi Arsip di lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah
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10.

diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15
Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Klasifikasi Arsip;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 20 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada
Lembaga Negara;

Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015



Menetapkan
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tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
463);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI @ TENTANG POLA
KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI.

Pasal 1
Pola Klasifikasi Arsip Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah kode pemisahan
arsip atas dasar perbedaan yang ada serta pengelompokan
arsip atas dasar kesamaan jenis dan isi atau keterkaitan isi
antara satu dengan yang lain di lingkungan Kementerian
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi dengan memberikan kode pengenal sesuai

dengan masalah yang terkandung didalamnya.

Pasal 2
Pola Klasifikasi Arsip Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dimaksudkan sebagai
pedoman untuk penyimpanan arsip dan penemuan kembali
arsip dengan cepat dan tepat (retrieval) jika diperlukan,
dengan cara memberikan kode klasifikasi dalam bentuk
penomoran pada setiap naskah dinas yang masuk atau keluar
dari lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 3
Susunan Pola Klasifikasi Arsip Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengikuti

sifat permasalah sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unsur
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yang ada dalam struktur organisasi Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yaitu:

a.
b.

(1)

(2)

Klasifikasi Fasilitatif; dan
Klasifikasi Substantif.

Pasal 4

Klasifikasi Fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf a merupakan klasifikasi penunjang dan
menyangkut pekerjaan pengorganisasian, prosedur dan
kebijakan  instansi, kerumahtanggaan, legalisasi,
keuangan, kepegawaian, serta pekerjaan administrasi
intern instansi.

Klasifikasi Subtantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf b merupakan klasifikasi yang berkaitan dengan
tugas dan fungsi sesuai dengan maksud dan tujuan
instansi yang secara operasional mempunyai kepentingan

bagi kehidupan kemasyarakatan.

Pasal 5

Unsur yang terdapat pada klasifikasi arsip baik klasifikasi

fasilitatif maupun klasifikasi substantif terdiri atas 3 (tiga)

unsur yaitu:

a.

(1)

(2)

(3)

pokok masalah;
sub masalah; dan

sub-sub masalah.

Pasal 6

Klasifikasi Arsip Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menggunakan
gabungan kode huruf dan angka.

Pokok masalah, merupakan masalah utama yang
terdapat pada klasifikasi diberi kode huruf ganda yang
mengandung arti singkatan penyebutan pokok masalah.
Sub masalah, adalah bagian dari pokok masalah yang
diberi kode angka secara berurutan dari 01 (nol satu), 02

(nol dua), dan seterusnya.
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(4) Sub-sub masalah, adalah bagian dari sub masalah yang
diberi kode angka secara berurutan dari 01 (nol satu), 02
(nol dua), dan seterusnya yang diawali dengan 2 (dua)

angka di depannya sesuai dengan kode sub masalah.

Pasal 7
Untuk pemberian kode klasifikasi atau penomoran pada
setiap naskah dinas, kode huruf untuk pengenal pokok
masalah ditempatkan pada bagian pertama dari susunan
kode, sedangkan kode angka untuk sub masalah ditempatkan
pada bagian kedua dan sub-sub masalah ditempatkan pada

bagian ketiga dari susunan kode.

Pasal 8
Apabila dalam pelaksanaan unit organisasi menghadapi sub
masalah atau sub-sub masalah yang belum tertampung
dalam klasifikasi arsip yang ditetapkan dalam Peraturan
Menteri ini, dapat menambah sub masalah atau sub-sub
masalah dengan pemberian kode nomor sebagai kelanjutan
dari nomor terakhir dari tiap sub masalah dan sub-sub
masalah yang bersangkutan sepanjang tidak bertentangan

dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 9
Rincian lengkap Pola Klasifikasi Arsip Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah  Tertinggal, dan  Transmigrasi,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10
Penyelenggaraan kearsipan pada unit organisasi di lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi disesuaikan dengan Klasifikasi arsip yang
ditentukan dalam Peraturan Menteri ini serta dapat merinci
lebih lanjut terhadap kode klasifikasi arsip sesuai keperluan

unit organisasinya.



